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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mengkadai,

RT.  02,  Desa  Temenggung,  Kecamatan  Limun,  Kabupaten

Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxx,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Dusun  Mengkadai,  RT.  02,  Desa

Temenggung,  Kecamatan  Limun,  Kabupaten  Sarolangun,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

 DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  08

Desember  2020 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sarolangun  dengan  register  perkara  Nomor  51/Pdt.G/2021/PA.Srl,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  Maret  2009,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  akad  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Limun Kabupaten
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Sarolangun,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

66/05/V/2009 SERI BT, tertanggal 06 Mei 2009;  

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua Penggugat selama   2 tahun telah bergaul sebagaimana

layaknya suami istri  (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai  2 orang anak

yang bernama :  1. xxxxxxx usia 10 tahun;  2. xxxxxxxr usia 4 tahun;    

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,akan tetapi sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  oleh  :a.  Bahwa

Tergugat  suka  marah  marah  dan  melakukan  kekerasan  fisik  seperti

menampar wajah Penggugat hingga memar tidak sampai  disitu Tergugat

juga melakukan kekerasan dengan menendang badan Penggugat hingga

jatuh; b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras bermacam macam

merk, Tergugat tanpa rasa malu minum di rumah apabila diingati Tergugat

marah.c.  Bahwa  Tergugat  telah  menikah  dengan  seorang  perempuan

bernama Ayu;  

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat   terjadi pada Oktober   2020 di sebabkan Penggugat sudah tidak

sanggup  lagi  hidup  bersama  Tergugat  penuh  tekanan  dan  penderitaan

,Penggugat  akhirnya  minta  diceraikan  Tergugat  akan  tetapi  Tergugat

menolak  keras  permintaan  Penggugat  sehingga  terjadilah  pertengkaran

yang  menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  ranjang  sampai

sekarang;  

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis kembali akan tetapi tidak berhasil karena

Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak

mempunyai  itikad baik  lagi  untuk  menjalankan kehidupan rumah tangga

bersama Penggugat;   

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf  (f)
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dan (h) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua  Pengadilan  Agama  Sarolangun  kiranya  berkenan  menerima  dan

memeriksa perkara ini;  

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (xxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);  

3. Menetapkan  biaya  Perkara  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-

Undangan yang berlaku;  

Subsider

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa  dihadapan  Hakim Penggugat  menyatakan  secara  lisan

mengajukan  permohonan  untuk  mencabut  perkaranya  dikarenakan  antara

Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan

peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Hakim

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam
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Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas

Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

Penggugat  telah  mendalilkan  mengenai  tempat  domisili  Penggugat  yang

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama  Sarolangun, maka berdasarkan

ketentuan Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Sarolangun berwenang  menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  menyatakan

mencabut  perkaranya  karena  alasan  telah  berdamai  dengan  Tergugat.

Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal

271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum

masuk  ke  tahapan  pemeriksaan  maka  tidak  perlu  diminta  persetujuan  dari

Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.  Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

51/Pdt.G/2021/ PA.Srl. dari Penggugat;

2.  Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sarolangun untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.  Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sarolangun pada hari  Rabu tanggal  17 Februari 2021

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  5  Rajab 1442 Hijriah oleh  kami  Deni

Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda

Devi  Krisna  Putri,  S.H  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

mana diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afra

Desmiarlen,  S.H.I.,  M.H, sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis, 

 

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

Windi Mariastuti, S.Sy Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H 
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Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp400.000,-

4. PNBP : Rp20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp10.000,-

JUMLAH : Rp520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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